BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : §00 /102 TAHUN 202¢4

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBERI PERSETUJUAN PENGGUNAAN
PRODUK IMPOR DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH DAERAH

BUPATI SUKOHARJO,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun
2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, menyebutkan penggunaan produk impor dapat
dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari
menteri/kepala lembaga/ kepala daerah atau Pejabat yang
ditunjuk oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah;

bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pengadaan
barang/jasa Pemerintah  Kabupaten Sukoharjo yang
menggunakan Produk Impor, perlu menunjuk Pejabat
persetujuan penggunaan produk impor agar sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b, perlu menunjuk Pejabat Pemberi
Persetujuan Penggunaan Produk Impor dalam Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun
1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang
Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6220) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun
2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menunjuk Pejabat Pemberi Persetujuan Penggunaan Produk
Impor dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah
yaitu Sekretaris Daerah.

Tugas dan tanggung jawab Pejabat sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU sebagai berikut:

a. menyetujui atau menolak permohonan  persetujuan

penggunaan produk impor; dan

b. membuat laporan penggunaan produk impor dan bertanggung

jawab kepada Bupati.



KETIGA

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA Pejabat Pemberi Persetujuan
Penggunaan Produk Impor Dalam Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah Daerah dibantu oleh Tim Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri Kabupaten Sukoharjo guna melaksanakan
dan justifikasi penggunaan produk impor dan tidak tersedianya

KEEMPAT

KELIMA

produk dalam negeri yang memenuhi spesifikasi.

Semua biaya yang timbul

sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
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TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada

k.

2,

¥th

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO, /
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